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FERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESLA

NOMOR 96 TAHUN 20172
TENTANG

FPELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009

Menimbang

Mengingar

TENTANG PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FPRESIDEN REPUBLIK INDONESLA,

bahwa untulk melaksarakan ketentuan Pasal § ayat (),
Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 dyat (), Pasal 30 avat (3, dan
Pasal 39 aya (%) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayapan Publik, perly menctapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaranan
Publik;

1. Pasal § ayat (2] Undang-Undang Dasar Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Momor 32 Tehun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Repuhlik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaharn
Lembaran Nepars Hepublik Indonesia Noamaor
4437) sebagaimana talgh diubah terakhir dengan
Unda.ug-Unda:ig Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua asag Undang-Undang Nomer 32
Tahun 2004 tenlang  Pemerintshan  Daergh
(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
<008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomer 4844

3. Undang-Undang
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tshun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
[ndoncsia Tahun 2007 Nomer 67, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 4724);

4.  Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanans Publik (Lembaran Kegara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republile Indonesia
Nomor 5038):

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG ROMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK.

BABI
EETENTUAN UMUM

Paxal 1

Dalam Peraturan Pemerintah tri yang dimaksud dengan:

1 Pelayanan Publik adalah Kegiatan aran rangkaian
kegiatan  dalam rangka pemenuhan kebuiuhan
Pelayanan  seaug dengan  persturan Perundang-
undangan bagl setiap warga negara dan penduduk
alas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyclenggars  pelayapan
publilc.

2. Penyelenggara . .
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Penyelenggara Pelayanan Publik vang selanjutnya
disebut  Penyelenggara adalah  setiap  institusi
penyelenggara negars, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk
kegiatan, pelayanan publik, dan badan hukum lain
yang dibentuk semata-mata  untuk kegiatan
pelayanan publik.

Pelakssna Pelayanan Publik vang selanjutnya disebue
Pelaksana adalah pejabat, pepawai, petugas, dan
setiap orang yang belkerjn di dalam  organisasi
penyelenggarn yang bertugas melaksanakan tindakan
atau serangkalan tndakan pelayanan publil.

Masyaraleat adalah seluruh pihak, baik warga nepara
maupun  penduduk  sebagai OTEIE Perscorangan,
kelompol:, MEL LT badan hiuiknam yang
berkedudukan sebagai Penerima manfast pelayanan
‘publik, baik secara langsung maupun tidalk langsung,

Standar  Pelavanan adalab  tolok  kour yang
dipergunaksan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan publik dan  aeyan peniladan Jruslitgs
Pelayanan sebaga; kewajiban dan janji penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka  pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkan, dan terubor,
Mekhumat Pelayanan adalak pernyatasn tertulis yang
berisi kesehurithan rincian kewajiban dan janj yang
terdapat dalam stunday pelayanan,

Misi MNegara adalah kebljakan  untuk  mengatasi
permasalahan  terteniy, Kegiatan tertentu, atay
mencapai fijuan tertenty yang berkenaan dengan
kepentingan dan manfaa: orang banyak.
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Sister pelaysnan terpadu merupakan satu kesatuan
pengelolasn  dalam  pemberian pelayanat  yang
dilaksanalkan dalam satu tempat dan dikontrol oleh
sistem pengendalian MAnajermen Funa
mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.
Pelayanan Berjenjang  adalsh petiyelenggaraan
pelayanan yang dilakssnakan secarn bertingknt
dengan menyediakan kelas-kelas pelayanan vang
disesualken dengan kebutuhan masyarakat untul
memberikan pilihan kepada masyarakar Pengeuna
pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip
keadilan dan proporsionalitas.

Satuan Kerja Penyelengzara adalah unie keeria vang
bertugas menyelenggaralan pelavanan publik wang
berhubungan langsung dengan pengmune layansn,
Menteri adalah  menrer Fang menyelenggparakan
urusan  pemerintahan ditidang Pendavagunaan
aperalur negars,

raang lngkup Pelayanan Publik:

sistem pelayanan terpadu;

pedoman penyusinan Standar Pelayanan;

Proporsi akses dan Kategori kelompak Masvarzjeat

dalam Pelayanan Berjenjang; dan

pengilcutsertaan Masyaralat dalam penyel :
| penyelenggaraan

BARII. ..
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Pasal 5

Pelavanan jasa publik schagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b meliputi:

a.

(1

(2)

penyediaan jasa publik sleh instansi pemerintah Vang
sebagian atau seluruh dansnya betsumber dad
anggsran pendapatan dan belanja negars dan/atay

anggaran pendapatan dan belanja dasrah;

penyedidan jasa publik oleh suatu badan usahs yang
modal  penditiannye  sebagian  atay seluruhnya
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kelkayaan
dacrah yang dipisahkan; dan

peoyediasn jasa publk ¥ang pembiayaannva tidak
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
TEgAIA alau anggaran pendapatan dan belanja daerah
atau badan usahs vang moda) pendiriannys sebagian
atau seluruhnya bersumber dar kekayaan negara
dan/atau kekayaan daerah ¥ang dipisahkan, tetapi
ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetaplean
dalam peraturan perundang-undangan,

Pasal 6

Pelayanan  administrarif schagaimana  dimaksud

dalam Pasal 3 huryf ¢ merupakan pelayanan oleh

Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk

dekumen resmi ¥ang dibutuhkan sish Masyarakat,

Pelayanan administrans sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} meliput:

4. tndakan  administratif pemerintah  yang
diwajibkan  aleh negara dan  diatur  dalam
peraturan perundang-undangan dalam ranglks
mewyfudkan perlindungan  pribadi dan /atay
heluargs, kehormatan, martabat, dan haren

Warga negara;
b. indakan . |,
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b, tindakan administratif olah instarsi
nunpemerintah yang diwariblan oleh negara dan
diatur dalam peraturan perundang-undangan
serta ditérapkan berdasarkan perjanjian dengan
penerima pelavanan.

Pasal 7

(1} Tindakan administratii oleh instansi pemerintah
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 6 avat (2] huruf a
diselenggarakan dalam hentul pelayanan pemberian
dokumen berupa perizinan dan nonperizinan,

(2} Dokumen berupa perizinan  dan nonperizinarn
stbagaimana  dimalesud pada ayat (1} merupakan
keputusan administrasi pemerintahan

(3) Eeputusan administras pemerintahan sshagaimans
dimaksud pada ayal (2] merupakan kepuatusan
Fenyelenggara ¥ang bersifat penetapan,

<) Penyelenggara schagaimana dimalesyd pada ayat (3)
dapat mendelegasikan wewenang atau melimpahlan
wewenang  lepada pihak  Jain  sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pesal 8

Tindakan administratif oleh Instansi nonpemerintah
schagaimans dimakeyud dalam Pasal 6 ayat (21 huraf b

diselengparalkan dalam  bentuk Pelayenan  pemberian
dokumen  nonperizginan sesual  dengan  keterpuan

Peratiran perundang-undangan,

Pagal o, |
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Pasal 9

Penyelenggara meliputi:

(1}

(2]

institugi penyelenggara negara yang terdirl dari
lembaga negara dan/atau lembags pemerintahan
danfatau  Satuan Kena Penvelengpara di
lingkungannys;

korporasi  berups Badan  Usaha  Milik Hegara
danfatau Badan Usaha Milik Daersh dan /atau
Satuan Kerja Penyelengpara di linglungannys;
lembags  independen yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang dan fatau Batuan Kerja
Penyelenggara di lingkungannya; atan

badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan
Publik dalam rangka pelalcsanaan Misi Negara.

Pasal 10

Badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf d meliputi:

a. badan  hukum YEng  menyelenggarakan
Pelayanan Publik berdasarkan subsidi dan /atay
bantuan sejenisrya sebagpimana  ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan: ata

b. badan bukuom Fang menyclenggarakan

Prosedur, dan Lriteria atau berdasarkan izin
sesUa] bidang pelavanan bersangiouran
sebagaimang ditetapkan  dalam Peraturanp
p:mnd.n.ng-md:mgan_

m hulum sebagaimana dimaksud pada ayat (]|

b dapat dikategorikan se i P
apabila memiliyg. e cryelenggars
4. besaranm .



FRESIDEHR
REFUBLIK INDONES|A

-G

@ besaran nilai aktva peling sedidd: 50 (lima
puluh) kali besaran pendapatan per kapita per
tahun di wilayah administrasi pemerintahan
Penyelenggara pads tahun berjalan; dan

b. jaringan pelayanan vang Pengguna pelavanannya
tidak dibatasi oleh  wilayah  administrasi
pemerintahar.

BAB IIt
SISTEM PELAYANAN TERPADU

Pazal 11

(1) Penyelenpgara dapat menyelenggarakan sisterm
pelayanan terpadu.

(2] Penyelengparaan si5tem pelayanan  terpadu
sebagaimana dimsksyud pada ayat (1) dilaksanakan di
Lingkungan kementerian/lembags, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten /kees, dan fatau
kecamatan.

Pasal 12

Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

% memberikan perlindunpan dan kepastian  hubum
kepada Masyarakat:

b.  mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat:
memperpendel proses pelayanan:
mewujudkan proses Pelayanan vang cepat, mudah,
murah, transparas, pasty, dan terjanpgkay: dan

€  memberikan akges Yang  lehih  |uas kepada
Masyarakat untak memperoleh pelayanan,

Pasal 13,
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Pagal 13

Sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip:

Reapgs

(1)

(2

(3

(1}

keterpaduan;

ekonomis;

koordinasi:

pendelegasian atay pelimpahan WEWEnAng;
akuntabilitas: dan

Fasal 14

Sistern pelayanan terpadu merupakan saty kesatuar
proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa
Jenis pelayanan Yang dilakukan secars terintegras
dalam saty tempat back secara fizilk mAupUn virtual
sesuai dengan Standar Pelavanan,

Sistem pelayenan terpadu secara fisile sebapaimana
dimalkesud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melahai;

4.  sistemn pelayanan terpadut saty pinty; dan /atau
b.  sistem pelayanan terpady samy atap,
Sistem pelayanan terpadu secara virtil zebagaimana

dimalesud pada ayat (1) merupakan sistem pelayanan
yang  dilakukan dengan memadulan  pelayanan

Pasal 15

Sistem Peiayanan terpady samy pintue sebagaimensa
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan
dengan cara tneamadukan beberapa jenis pelavanan
Unitik menyclenggarakan Pelayanan  geears
terintegras dalam saty kesatuan proses dimils dari
thap  permohonan sampai dengan  tahap
Penyelesaian produlk Pelayanan melalui sapy pintu,

(2] Penyelenggarann . . .
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(2} Penyelenggaraan sistern pelayanan terpadu  sail

(1}

<)

Pintu  wajib dilaksanaksn untull jenis pelayanan
periinan  dan nonpenizinan  bidang penanaman
modeal,

Pasal 15

Penyelenggarsan sistem pelayanan terpadu satu pmtu
scbagaimana dimaksud dalam Pagal 14 avat (3]
huriuf a dilaksansken berdasarkan pendelegasian
wewenang atau pelimpahan wewenang dari:

&  plmpinan lembaga negara, pimpinan
kementerian, Pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, pimpinan lembaga  komisi
fSgArE atau yang sejenis, dan pimpinan lembags
lainnya  kepada pimpinan  Satuan Kerja
Penyelenggara sigtem pelayanan terpadu;

b. pubernur kepada pirnpinan Satuan Kera
Peniyelenggara sistem pelayanan terpadu;

€. bupati/walikota kepada pimpinan Satuan Kerja
Penyelengeara sistem pPelavanan terpadu; atau

d.  pimpinan kerporasi kepada pimpinan Satuan
Kerja Penyelengpars sist=m pelayanan terpadu.

Pendclegasian wewsnang atan pelimpahan wewenang

sebagaimana dimalayg pada ayat (1] ditetapkan

dengan - keputusan Fimpinan  lembags negara,

Pimpinan kementerian, pimpinan lembags

Pemerintah Borkementerian, pimpinan lembagn

komisi negara atay YANE sefenis, dan pimpinan

lembaga lainnya,  gubernur, bupati/walikots,

Fimpinan kerporasi sesiai dengan kewenangannys

berdasarkan  ketentuan Peraturan  perundang-

undangan,
{3} Pendclegasian | .
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Pendelegasian wewenang atau pehmpahan wewenang

scbagaimana dimaksud pada syat (1), meliputi:

4. penerimaan dan pemrosesan  permohonat
pelayanan yang disjuksan sesual dengan Standar
Pelayanan dan mensrbitkan produk pelayanan
acsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. pendlakan permohonan pelayanan yang tidak
memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;

. pemberian persetujuan dan/fatau
penandatanganan dokumen perizinan dan/atau
nonperizinan atas nama  pemberd defepasi
wewenang sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. pemberian persctujiian dan/atay
penandatanganan  dokumen  perizinan  dan
nenperizinan oleh penerima WEWENANE sesuai
dengan ketentiian PEraturan perundang-
undangan;

€.  penerimaan dan pengadministrasian biays jaza
pelayanan sesusi dengsn ketentuan peratiran
perundang-undangan; dan

I  penctapan Standar Pelayanan dan Malchimat
Pelayanan,

Pimpinan kementerian, Pimpinan lernbaga

pemerintah nenkementerian, gubernur, bupati dan

walikota  mendelegasikan  selurun kewenangan
peinberian persstujuan dan Penandstanganan
dokumen perizinan dan/atau nonperizinan bidang

Penanaman modal sehagaimans  dimaksud pada

ayal [3) hurafe,
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Penyelenggaraan siatem pelayanan terpadu safu atap
scbhagaimans ditmaksud dalam Pasal 14 ayat (2) hurul b
dilabulean demgan cara  memadulean beberapa  jenis
pelayanan dan/atan beberapa organisasi Penyelengpara
untuk menyelenggarakan pelayanan sscara bersams pada
satu tempat mulai dari tahap permohanan sampai dengan
tahap penyelesalan produk pelayanan melalui satn atap.

Pasal 18

Penyclenggeraan sistem Pelayanan terpadu sat Atap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2] huruf b
dilaksanaksn berdasarkan penugasan dari pimpinan
Satuan Herja Penyelengesra pelayanan kepada Pelaksana
di linglungannva untuk menyelenggarakan pelayanan
pada lokas: Penyelenggaraan sisterm ptlayanan terpadu
sesual dengan penugasan dimaksid

Pagnl 10

Pelaksana yang mendapat penugasan sebagaimana

dimalesud dalam Pasal 18, mempunyai kewenangan:

B. penerimasn  dan pemrosesan  pelayanan Yang
diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan:

b.  penolakan Permohonan  pelayanan vang tdak
memenuhi Standar Pelayvenan;

b Pereelujuan  permohonan Pelayanan Yang telah
memenuhi Standar Pelayanan;

d.  pengajuan Penandatanganan doloumen perizinan dan
nénpenzinan  kepada Pitmpinan  instansg pemberi
PeNugssan sesuai Standar Pelayanan:

&. Penyampalar;, |
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€. penyampalan produk pelayanan berupa perizinan
dan/atau nonperizingn kepada pemohon; dan

{. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa
pelayanan sesuai dengan  ketentuan Peratiran

perundang-undangan.

Pasgl 20

(1} Penyelenggara sistemn pelayanan terpadu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 wajib  melabukan
koordinasi dan konsultasi dengan instansi/satuan
kerja yang mendelegasikan wewenang atau  yang
melimpahkan Wewenang,  terutama menyanghout
aspek telonis dolam penyelenggaraan pelayanan,

(2} Penyelenggara sistem pelayanan terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayal (1] wajib melaporkan
perkembangsn penyelenggaraan pelavanan kepada
mstansi/satuan ken=a yang mendelegasikan
Wewenang atau  yang melimpahkan WEWETANE
dimalcsud, secara berkala atau sewaktu-waktu jika

diperiukan,
Pazal 21

Kelembagaan sistern Pelayanan terpadu dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB IV . .
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BAB IV

FEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

(1}

(2

(3)

i1

2

Pasal 22

Sctiap Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan,
dan meneraplkan Standar Palayanan

Fenyelenggara dalam menyusun Standar Pelavanan
sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1)  wajib
mengilkutsertakan  Masyarakat dan Pihak Terkait
serta mengacy pada ketentian telmis yang telah
ditetapkan  sesuai cengan  ketentuan peEraniran
Perundang-undangan,

Petunjuk telmis penyusunan, penetapan,  dan
Peherapan Standar Pelavanan sebagaimana dimalsud
Pada ayar (1) diatur dengan Peraturan Mented,

Pasg]l 2%

Masyarakat dan Pihal Terkait sebapgaimana dimalesud

dalam Pasgal 29 ayat (2}, terdiri dart walil:

d. semua pihalk yang berkedudukan sebagai
penerima manfasi Pelayanan Publik baik secarn
langsung maupun tidak langsung; dan/atan

b, tokoh Masyarakat, alademisi, dunia usaha,
Crganiszsi profesi, dan/atay lembags swadaya
Masyaralcat,

Fenetapan wakil Masyarakat dan Pihak Terkairt

Stbagsimana  dimaks,d pada  avat (1} beserta

Jumlahnya, ditentukan oleh Penyelenggara dengan

memperhatilian integritas, kompetensi, dan

kepedulian di bidang pelayanan yang bersangkutan,

Pagal 24 ,
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Pasal 24

Penyusunan  Standar Pelayanan sebagaimans
dimaksud dalam  Pasal o2 didahului  dengan
Penyiapan rancangan  Standar Pelayanan  oleh
Penyelenggara,

Penyiapan rancangan Standar Pelayanan
sebagaimana  dirmaksyd Pada ayat (1) harus
berorientasi pada Perungkatan loualitas pelavanan
dengan tidak memberatkan Penyelenggara.

Dalam  penyiapan rafcangan  Standar  Pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Penyelengparg
dapat melibatlcan Masyarakeat dan/atau  Pihgg
Terlcait,

Pasal 25

Rancangan Standar Pelayanan sebagaimans dimaksud
dalam Pagal 23 Paling sedikit memuar komponen:

a,

b.
.
d.
B
f.

£
h.
L

™ow =

dasar huloum:

gistem, mekanisme, dan prosedur:
Jangka waktu penyelesajan.
biaya/ tarif:
produk pelavangg:
BAFANA, prasarana, dan /atay fasilitas:
kompetensi Pelaksana
PEngawasan internal:
PENanganan pengaduan, saran, dan masukan;
jumlah Pelakpana:
jaminan pelayanan  yang memberikan  lepastian
pelayvanan dilaksanakan sesuai dengan  Standar
Pelayanan: i
. Jeftinan .,
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jaminan keamanan dan kesslamatan pelayanan
dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa
aman, bebas dari bahava, dan risilko keragu-raguan;
dan

evaluasl konerja Pelaksana,

Paszsl 25

Rancangan  Standar Pelayanan  sebagaimans
dimaksud dalam Pagal 24 wajilh  dibahas sleh
Penyelenggara denpan mengikutsertakan Masvarakat
dan Fihale Terkait uneyl: menyelaraskan kemampuan
Penyelenggara dengan kebutuhan Masyarakat dan
kondisi lingloungan.

Kemampuan Penyelenggara schagaimans dimaksud

pada ayat (1] terutama menyanghut kemampuan

sumber dava yang dimilila, meliputi:

. dukungan pendansan yang dialokasiken untule
Penyelengparaan pelayanan:

b. Pelaksans yang berfugas  menvelenppsrakan
polayanan dari segt kualitas maupun kuantitas;
dan

¢,  sarana, Prasarana, dan/atau  fasilitas ¥YEOZ

digunakan untuk menyélenggarakan pelayanan,
Hasil pembahasan rancangan Standar Pelayanan
sebagaimana  dimaksud Pada  ayat (1) harus
dituangkan dalam beritg SCATE penyusunan Standar
Felayanan dengan dilampiri daftar hadir peserta
Tapat,

Fasgal 27, .
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Pagsal 27

Rancangan Standar Pelayanan yang tslah dibahas
scbagaimans dimaksud  dalam Pasal 26 wajib
dipublikasikan oleh Penyelenggara kepads
Masyaralcat paling lama 5 (lima) hari kerja sejalk
ditandatangani berita acara Peniusunan  Standay
Pelayanan untuk mendapatkan tanggapan atau
masloan,

Masyarakat atau Fihak Terkait dapat mengalan
tanggapan  atau  masukan terhadap  rancangan
Standar Pelayanan sebagaimans  dimaksud pacda
ayat (1) paling lamas 7 (tujuh)  har kerja  sejak
dipublikasilean.

Penyelenggars wajib memperbaiki rancangan Standar
Pelayanan berdasariean langgapan etal masukan
sebagaimana dimalksyud pada ayar |2} paling lama
14 (empat belas] han sejak bataz alkhijr Petigajuan
‘Snggapan atau masukan dar Masyaralat atay Pihak
Terksit.

Rancangan Standar Pelayanan yvang telah diperbaiki
sebagaimans dimaksud Pada ayat (3) selanjivtnya
ditetapkan, aleh Penyelenggara menjadi  Standar

Pelayanan.

Pasal 28

Dalam hal Masyarakat atan Pihak Terkait yang
mengaiuken tanggapan atay masukan tdak ruag
terhadap perbailcan Yang telah  dilakukan  plsh
Penyelenggara sebagaimana dimalksud dalam Pasal 27
ayat (4|, dapat melaporkan kepada Ombudsman,

(2] Ombudsman . | .



12)

(1)

(2

{3)

{1

PRESIOEM
REFPUBLIK INDORESIA

e

Ombudesman menyelessikan pPengaduan  keberatan
sebagaimana dimalsud peda ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan,

Pasal 29

Penentuan  biaya/tarif vang dituangkan dalam
Standar Pelayanan ditetapkan setelah mendapatkan
Persetlyjuan  Dewan Perwalkilan Ralkyat, Dewan
Perwakilan Ralyzt Daergh Frovinsl, atau Dewan
Perwalkilan Rakyat [Daerah Kabupaten/Kota dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Biaya /rarif pelayanan yang Penetapannya
berpedoman  pads peraturan perundang-undangan
tersendiri dan biaya/tarif pelavanan aleh badan
usaha swasts sebagai  Penyelenggara Pelayanan
Publik dikecualitean dar ketentuan ayat (1).

Dalam  hal pembertaloan biaya/taril pelayanan
sebagaimana dimalsud pada  ayat 1) belum
mendapatkan perseryjuan Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan  Perwakilan Rakyat Daeerah Provingl, amu
Dewan Perwalkilan Raleyat Daeran Kabupaten /Kota,
dapat menggunakan  biaya/tarif Pelayanan  yvang
maaih berlakou,

Pasal 30

Untuk menerapkan Standar Pelayanan yang telsh
ditetaplcan sebagaimana dimakeyd dalam Pasal 27
ayat |4), Penyelenggara wajid  menyusun  dan
menstapkan Maklumar Pelayanan,

(2] Maklumat-. . .
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Maklumat Pelayanan sebagaimsna dimaksud pada
ayat (1)} merupaksn pernyatsan kesangpupan dan
kewsjiban Penyelenggara untuk melaksanalkan
pelayanan sesual denpan Standar Pelayenan yang
telah ditetaploan.

Msaldhimat  Pelayanan wajib  dipublikasikan secara
Jelas dan luas.

Maldumat pelayanan sebagaimana dimaksud pads
ayat (1} dipublikasikan paling lama 7 {tguh) hari
kerje sejak Standar Pelayanan ditetapkan.

Pasal 31

kualitas penyelengparaan pelayanan.
Pasal 32
(1} Dalam rangka optimalisasi pelayanan, Penyelengrars

(<)

{t)

wajib  melakukan  esvalyasi penerapan  Standar
Pelayanan sscara berkala setiap 1 {satu) tahun,

Hasil evaluasi gebagaimana dimalesud pada ayat (1)
dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara untuk
meninjau dan menyempurnakan Standar Pelavanan.

Pasal 23

Standar Pelayanan yang telah dilaksanakan wajib
dilakukan peninjauan ulang sctiap 3 (tiga) tahun.

{2} Hasil . . .
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Hasil peninjauan ulang sebagaimans dimalsud pada
ayat (1) dapat dijadikan dasar cleh Penyelenggara
untuk melakulkan perubahan Standar Pelayanan.
Perubahan  Standar  Pelayanan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengiloat
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Paszal 26
dan Pasal 27.

BAB V

FROPORSI AKSES DAN KATEGOR! KELOMPOK MASYARAKAT

DALAM PELAVANAN BERJENJANG

Pasa] 34

Penyclenggara dapat menyediakan Palayanan Berjenjang
atau pelayvanan secars bertingkat untuk jenis pelayanan
jasa publik berdasarkan kelas pelayanan sesusi dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan,

(1}

i2

Pasa) 35

Pelayanan Berjenjang stbagaimana dimalsud dalam
Pasal 34 divujudkan dalam bentuk penvediann kelas
pelayanan  secara bertngkat untuk memberikan
pilihan kepada Masvarakat sesuai dengen ketentuan
Peraturan perundang-undangan,

Pelaksanaan Pelayanan Berjenjang sebagamans
dimaksud pada ayar (1) wajib memperharikan prinsip
keadilan, proporsionatitss, dan bdak diskriminatif

Pasal 36 , . .
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Pazal 36

Penvelenggara yang akan menerapkan Pelayanan

Berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

wajib melakukan kejian secara seksama  untuk

mengetehul proporsi akses dan kategori kelompok

Masyarakat yang akan mengpunakan Pelayanan

Berjenjang.

Selain kajlan unmk mengetahui proporsi akses dan

kategori  kelompok  Masyarakat sthagaimana

dimaksud pada avat (1), Penyelenggara wajib
mempertimbanglan:

8,  kemampuan sumber dava manusia yang dirnililei
baik dari zegi jumlah maupun kualitas atay
kompetensi,

b, ketersediaan garana, prasarana, dan/atay
fasilitas penunjang:

€. lkesiapan biayn atau anggaran pendukung; dan

d. kemampuan menata dan mengelala  untulk
mengamankan Prinsip keadilan,
proporsienalitas, dan tdak diskriminatif,

Pasal 37

Proporsi akses dalam penyedinan kelas Pelayanan
Berjenjang sebagaimana dimaksud Pass] 24 ayat (1)
ditetapkan berdasarkan persentase,
Persentase penyediaan kelas Pelayanan Berjenjang
sebagaimana  dimalksyd pada ayat (1) ditetapkan
paling banyalk 25% (dua publub lima persen)  dar
seluruh kapasitag pelavanan yang tersedia,
Persentase sebagaimansa dimalesind pada ayat {2) tidak
mengurangi kapasitas yang seharusnys disediakan
untuk masyarakat umum,

{#] Penetapan . , .
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(4) Penctapan persentase sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakuilkan berdasarkan;
a. hasil kajian: dan
b. kesepakatan dengan Masyarakat pada sast
pembahasan Standar Pelayanan.

Pagal 35

Dalam menetapkan bessran persentase  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 wajib memperhatikan asas
keadilan  dalam penyediaan  kelas pelayanan  wymk
menjamin penyediaan kelas pelayanan tetap proporsional.

Paszal 39

Kategori  kelompolk masyarakat yang menggunalean
Pelayanan Berjenjeng didasarkan pada;

8  tingkat kemamgpuan ¢lonomi;

b.  kebutuhan; dan

. keanggotaan dalam sustu komunitas.

EAEB V]
FENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGCARAAN
PELAYANAN PUBLIK

Paszal 40

Penyelenggara wajib mengikutsertakan Masyarakat dalam
penyelenggaraan  Pelayanan  Pyublik stbagei upays
membangun  gistem penyelenggaraan Pelayansn Publik
yang adil, trangparan, dan akuntabel

Pagal 4] , . .
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Pasal 41

Pengilutsertasan Masyvarakat dalam penvelenggaraan

pelayanan publik ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 40

mencalup keseluruhan proses penyelenggaraan Pelayanan

Publik yang meliputi;

8. penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;

b, penyusunan Standar Pelayanan;

t.  pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan
Publik: dan

d. pemberian Penghargaan.

Fasal 42

{1} Pengikutsertann Masysrakst dalam penyelenggaraan
Pelayanan Publil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 dizsampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan,
laporan, dan/atau pengaduan kepada Penyelenggara
dan atasan langsung Penyelenggara serta Pihak
Terkait  seguaj dengan  ketentuan peratitran
perundang-undangan atau melalui media massa,

(2) Penyelenggara wajib memberikan informasi kepada
Masvarakat mengenai tindak Jjanjut penyelesaian
masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasal 43

Pengikutsertann Masyarakat dalam Pengawasan dan
cvahuag] penyelenggaraan Pelavanan Publik, sebagaimans
dimi hsud dalam Pasal 41 huraf ¢ divujudkan dalam
bentul:

& pengawasan ., .
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8. pengawasan dan  evaluasi  terhadap pelaksanaan

Standar Pelayanan;
b. pengawasan terhadap penerapan kebijekan; dan
g, pengawasan terhadap pengenasn sanksi

Passl 44

Pengikutssriaan Masyarakat dalam pemberian

penghargaan sebagaimena dimaksud dalam Pasal 41
huruf d diwujudkan dalam bentuk pemantauan, svaluasi,

dan penilaian kinea Penyelenggara,

Pasal 45

Pengikutsertasn Masyarakat dalam penyelenggaraan

Pelayanan Publik sebegaimana dimaksud dalam Pasal 41

mengacu pada prinsip sebagal beriloat:

8. terkait langsung  dengan  Masyarakat PengEuUna
pelayanan;

b memililki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan
¥ang bersangioutan; dan

¢ mengedepankan — musyvawarah, mufakat, dan
keberagaman Masyaralkar,

Pagal 46

Pengil sisertaan  Musvarakat  dalam penyelenggarasn
Pelayinan Publik seboyimana dimaksud dalam Pasal 41
de,  Jdilalevlan secar. perorangan, perwakilan kelompol
Pt mna pelayanan, perwalilan kelompok pemerhati
maupun  perwakilan badasn  hukum Yang mempunyai
kepedulian terhadap Pelayanan Publik,

FPasal 47, ..
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Pagal 47

Masyarakat dapat secara swadaya  memberikan
penghargaan kepada Penyelenggara alau Pelaksana yang
ek kinerja pelayanan yang bailk sesuai kﬁmﬂmpugn
atau kompetensinya,

BAB VIl
PEMEINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 98

(1) Pembinaan dan pengawasan  Pelayenan  Publik
dilakukan sesuai dengan  perataran perundang-
undangan

(2] Pembingan dan pengawasan Pelayanan Publik 45
kementerian dan leribaga dilakukan oleh pimprinan
lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan
lembaga  pemerintah nonkementerian,  pimpinap
lembaga komisi negars aray Yang sejenis, dan
Pimpinan lembega lainnya.

(3} Pembinaan dan pengowasan umum Pelayanan Publik
di  daerah  dilakuksn  oleh menteri.  yang
menyvelengparakan uruisan pemerintahan di bidang
dalam negeri.

(4} Pembinaan dan pengawasan reknis Pelayanan Puhlik
di daerah dilaleulean aleh MAHNE-masing kementerian
dan lembaga pemerintah nonkementerian,

BAB VI, , .
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Pasal 49

Penyelenggara atau  Pelaksana yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraal 20
ayat (1), Paaal 26 ayar (1), Pasa] 27 ayat (1), Pasal 27
&yat (3}, Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (1), Pasal 36
H¥8L (2], dan Pasal 42 ayat (2) dilenai sanksi tesuran
tertulis,

ayat (2) dikenai sanksi penurunan ERji sehesar san)
keali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 jsaty
tehun,

Penyelengpars  atay Pelaksana yang melanggar
kKetentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (), Pasal 30 ayat (1), Pasal 23 avat (1), dan
Pasal 38, dikenai sanlesi pembebasan dari jabatag,

Penyelenggara  atan Pelaksana yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksyd dalam Pasa] 22
ayat (1) dikenai sanksi pamberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendin,

Pembina yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasa) 15 ayat (2} dikenai sanksi
leguran peringatan dan dilaloukan pembinaan secara
khusug terhadap Pembing,

Penyelenggara sehagaimane dimaksud Pasal 4 huruf ¢
dan Pasal 5 huruf & yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat {2} dan
Pasal 38 dikenai sanksi pembekuan misi dan/stan
izin yang diterbitkan cleh instansi pemerintah,

(7} Penvelenggara .
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Penyelenggara vang dikenai sanksi sebagaimana pada
ayat [6) apabila dalam jangka waktu paling lama
& (enam] bulan tidak melalukan perbaikan kinerja
dikenai senksi pencabutan izin yang diterbithan sleh
mstansi pemerintah,

BARB I¥
RETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaky,

semus Penyelenggara yang;

i, belum memilili  Standar Pelaysnan, wajib
mMenyusun, menectaplan, dan menerapkan
Standar Pelayanan paling lama & {enam) bulan
sejak berlakunya Peraturan Pemmerintah ini; dan

b telah  memiliki  Standar Pelayanan, * wajib
menjesuailtan  dengan Standar  Pelavanan
sebaguimana  dimaksud  dalam Peraturan
Pemermtah ini dan memberlakukan paling lama
O [enam) bulan sejalk berlakunya Peraturan
Pemerintah ini.

Penyelengegara yang dibentulk setelah  berlakunya

Peraturan  Pemerintab  inj wajib  menyusun,

menatapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan

paling lama & {enam) bulan sejal terbentuknya

Satuan Kerja Penvelenggara,

Pasa] 51

Peraturan Pemerintah jn muatai berlaku pada tanpggal
diundangkan.

Agar. ..
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Agar sebap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Pemerintah  ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran  Negara  Republik
Indonesia.

Ditetaplean di Jakarts
pada tanggal 29 Oktober 20132

FRESIDEN REPUBLIE INDONESIA,
ttd.

DE. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundanglean di Jakarta
pada tanggal 30 Oktaber 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ted.

AMIE SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 215

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Rl
Asiaten Deputi Perundung-undangan
Emeolitik dan Kesejahteraan Rakyat,
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PENJELASAN
ATAS
FERATURAN FEMERINTAH REPUBLIK INDONESILA
NOMOR 96 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK

UMM

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik mengamanatkan kepadas pemerintah  untuk menerbitlcan

peraturan pelakssnaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6], Pasal g9
apat (J), Pagal 20 ayat {5), Fasal 30 ayal (3], dan Pasal 39 ayar (4

dalsam 5 {lima) Peraturan Pemerintah

Mengingat materi yarg terkandung dalam kelima Peraturan
Pemerintah yang diemanatian dalam pasal-pasal tersebut di atas
secara substansial memilild keterkaitan, maks untuk memudahkan
pemahaman secara wruh bagi semua pihak, lelma Peraturan
Pemerintah tersebut digabung menjadi 1 (satu] Peraturan Pemerintah,
¥eitu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik,

Materd muatan Peraturan Pemerintah  ini mencakup yuang
lingtoup Penyelengpara,  sistern pelayanan  terpady pedrman

Magyarakat dalam Pelayanan Berjenfang, dan pengikutsertaan
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publike

Ruang lnglop Penyelenggara Pelayanan Publik meritpalean salak
satu aspek penting yang perlu dijabarkan apar tidak menimbullan
kerancusn  dalam PENETRpannya, terutama  berlaitan dengan

milk dacrah, lembags independen, dan badan hukum lain }rug
dibentuk  semata-mats untuk  Pelayanan Publik Sesual  dergan
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Dalamn  rangka mempermudah  dan  mempercepat pelayanan
kepada Masyarakat dapat dibentule sistem pelayanan terpadu Sistem

meltanisme  pelayanan schingge  kemanfaatannya benar-benar
dirasakan oleh Masyarakat. Artinys, sistem ini diadalkan bukagn hanys
karena adanys PeTaturan  perundang-undangan Yang mewajibkan,
tetapi lebih kepada seberapa jauh siatem pelayanan terpady tersebut
dapat menghagillcan Pelayenan yang lebih mudsh, stderhana, cepat,
murgh, dan tertib dalam adenistrasi pelayanan.

Dalam Uhdangrﬂndi.ng tentang Pelayenan Publik diamanaticarn
bahwa setiap Penyelengpara Pelayanan Pubhik wajib  menyusun,

Standar Pﬁlagi'nm dalam ranglcs pelayanan yang berkualitas, cepat,
miudab, terjangkan den terulour, Penerapan Stapdar Pelayanan
dimakaudiean schegai salah  gaty Hpaye untuk meminimalisis
terjadinya Penyimpangan  atau PERurunan  kinerja  dalam
penyelengpargan pelayanan,

Masyarakat, agar tdak menimbulkan  diskriminasi dengan tetap
menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan tidak mengurang Kualitas
pelayanan bagi Masyaralkat pada umumnya,

Peran . . .
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Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan  Pelayanan
Publik diperiukan untuk menjamin Pelayanan Publikc dilaksanabkan
Secara transparan dan aluntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan
harapan Masyarakat. Peran serts Masyarakat tidak hanva dalam
bentuk peran serts Secara aktl dalam penyusunan Standar
Pelayanan, tetapi juga sampai dengan pengawasan dan evaluasi
Pelcrapan stander, evaluasi kinerju dan pemberian  penghargaan,
SETia penyusunan kebijakan Pelayanan Publik

FPazal 6 .
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Ayat (1)

Culoup jelas.

Ayat (2]

Pasal 7

Huraf g
Cukup jelas.

Hunif b
Yang dimalsud dengan “tindakan administratif oleh
Instansi nonpemerintah” dalam ketsntuan inj adalah
pehjﬁnan administratil yang diselenggarakan oleh
badan huloim lainnya.

Ayat (1)

Cubup jelas.

2l

fang  dimaksud dengan  ‘keputusan  administras|
pemerintahan® dalam ketentuan ini sdalah keputusan tata
usaha negara sebageimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 schagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomar @ Tahun 2004 tentang
heputusan Tata Usaha Negura.

Avat (3}

E puiusan yang bersifat Penelapan misalnya Izin Mendirilean
Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan [BIUFY, dan
izin lain serta suret persetujuan.

Heputusan nonperizinan bentuknya berups tanda, kartu
ate . bentulk keputusan lain sesuai ketentuan tentang tata
7 kah dinas, misalnya Kartu Tanda Penduduk, Nomaor
Pukok Wajib Pajak (NPWP), Bukti Kepemilikan Kendaraan
Fermotor (BPKE), dan Sertifikat Tanah.

.Inl.:rr-lll. tﬂ':l

Culmup jelas,
FasalB ...



Pasal &

FRESIDEM
REFPUBLIE MOONES|A

-5

Pemberian dokumen nonperizinan oleh instans: nonpemerintah
misalnya dolamen leredit perbankan dan polis asuransi.

Pagal

Hiril 5

Cukp jelas.

Huruf kb

Culmip jelas.

Hunife

Culup jelas,

Huraf &

Yang dimaksud dengar  *badan  huloum lain® dajam
ketentuan ini adslak badan swasta bail berbentuk korporasi
TMEVPUN yayasan yang menyelenggarakan Pelayanan Puhlike
dalamn rangks pelaksanaan Misi Negara, Pelaksanann Misi
Negara dalam hal ini meliputi pelayanan yang seharusnys
dizelenggaralean aleh pemerintal:, tetagd karena ket=rbatasan
kemampuan pemerintah, sehingga dilaksanakan cleh badan
swasta dengan biayva dari pemerintah yvang disebut suhsidi,

Bentuk Misi Negara lminnva adalah badan swasta yvang
menyelenggarakan Pelayanan Publik berdasarkan izin yang
diberikan oleh pemerintah  dan/atay Pemerintah dasrah
atauv berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetaplan oleh Pamerintah yang wajib dipatuhi atau
dilaksanakan gjeh badan swasta tersebur datam

menyelenggarakan pelavanan.

Pasal 10, . .
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Hurif a

Badan  hukum ye&ng memberikan pelaysnan
berdagarican subsidi dan/atau bantuan sejenisnya dard
pemerintah, karena dar pelavanan tersebut ssluruh
atau sebagian anggaran yang dipunakan ditagihkan
kepada pemerintah, misalnys rumah  sakit yang
ditugasi pemerintah melayani pasien yang datang
dengan membawa surat keterengan miskin dar
kelurahan, biaya yang seharuznya dibayer oleh pasien
lalu digratislan karena akan ditagihitan kepada
instansl pemerintah FADE menugasinya. Contoh lain
adalah sekolah atay perguruan swasts yang dalam
menjalanlaan altivitasnys memperoleh bantusn dans
atau bantuan tenags pendidik yang berstatys PEEEWEI
negeri sipil,

Huriif b

Ayat (2)

Yeang dimeksud dengan *“badan  bhulum® dalary
ketentuan ini misalnya sekolah swasta wajib mengiloot;
standar luriloulum, standar muty, standar EVrU Yang
ditetaplean pemerintah, rumah saklt swasta yang
menyelenggarakan pelayanan medilk dan penunjang
medik berdagarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetaplean pemerintah,

Huref 5

Cukup jelas.

Hurmf b

Pazal 11

Cukup jelas.

Culkup jelas,

Pogal 12 .
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Pasal 12

Culcup jelas,

Pa=al 13

Hurufa
Yang dimaksud dengan prnsip  “keterpaduan® dalam
ketentizan ini adalah pengintegrasian proses penyvelesaian
berbagai jenis pelayanan dalam saty sistem.

Hurul b
Yang dimalgud dengan prinsip "akonomis® dalam ketentuan
ini adalah tidalk menimbullkean ekonomi bizva tngol bagi
Masyaralat,

Huraf &
Yang dimalesizd dengan prinsip “knardinag® dalam ketentuan
i adalah  jenis-jenis pelayanan yang dipaduican tidak
berjalar sendiri-sendir], tetapi harus berjalan dajam 1 [=atu)
im kera yang benar-benar terpady  dan terkoordinasi
dengan misi Yang sama untuk memberikan Pelayanan yang

Huruf e
Yang dimalksyug dengan prinsip "alountabilite g” dalam
ketentuan ing adalahl  pelayanap vang diberikan melaly
Hatem pelavanan terpadu hamis benar-benar dapet
dipertanggungiawahican se5ual  peraturan perundang.
undangan.

Huruf f,
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Huruf
Yang dimaksud dengan  pringip  “aksesibilitas® dalam
ketentuan ini adalah Magyaralat memiliki alses yang
mudah unmk mendapatkan pelayanan

Pagsl 14
Ayat (1)
Yang dimaicsnd dengan “saty kesatuan prosts pengelolaan
Pelayanan®  adalap mekanisme  pengelolaan pelayvanan
dilakukan dalam sapy sistem kontrol atay dalam satu
kesstuan sistem Pengendalian manajemen terhadap berbags;
Jenis pelayenan yang dintegrasikan agar memenuhi tujuan
dan prinsip pelayanan terpaduy,
Ayat (2)
Culoup jelas.
Ayar (3)
Yang dimaleeyd dengan “memadikan pelayanan secars
eleldronik® adalah slstem pelayanan yang dilakukan gag
berbagai unjr kerfa terkair yang berlokasi 4 berbagai tempar
dimana kﬁac]l.lmrm.rm:.-a terhubung melalul sistem teimologi
informasi.
Pazal 15
Cukup jelag
Paza] 18
Ayat (1)
Huruf 5
Cukup jelas
Huruf b
Culoup jelas

Hurufe .
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Huruf ¢
Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang
dari bupat/walikota kepads pimpinan Satuan Kenya
Penyelengesra  sistem pelayanan  terpadu  di
kabupaten /kota di delamnya termasulk  satuans kerja
yang berada di kecamaran

Hurufd
Culoup jelas.

Avat (2)

Culoap jelag,
Ayat (3)

Cukup jelas,
Ayat (4)

Cultup jelas,

Yang dimaksud dengan “pelavanan terpadu saty atap” dalam
ketentuan ini adalah pelayenan vang diselenggaralan di dalam
88TU tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan vang tidal;
mempunyal keteriaitan proges dan dilayani melaha beberapa
pintu serta tidal harus diserta; dengan Pendelegasian atay
pelimpahan Wewenang,

Pasg] 18

Paznal

Cukup jelas,

19
Cukup jelss,

Pasal 20

C.lﬂn.lp jelas,

Pasal 91 , , |
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Yang dimaksud dengan “peraturan Perundang-undangan”
dalam ketentuan ini antars lain Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2008 tentang Kementerian Megara, Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 entane Organisas Peranglat Dagrah,
dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pinty di Bidang Penanaman Modal,

Ayart {2)
Yang dimalesud dengan *Masvaralat dan Pihak Terkair
dalam  letentyuag il antara Jain Pengguna pelayanan,
Pemerhatl, praltisi, akademisi tokol Masyarakat, dan atay
lembaga swadaya masyaralat

Ayt (3)
Cubrup jelag.

Pasal 23
Culelip jelas,

Pasal 24
Ayat (1)
Cultup jelas.
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Pagal 25
Culoip jelas,

Pasal 246
Ayat (1)

Penyelarasan kemampuan Penyelenpgarg dimalesudkan
untuk mempertemulkan aray menyamalan
Pemahaman pung menyesuatkan tuntutan eb
ckonomi  Masysralest dan  kondis;
ketersedisan sumber daya yang dirnililg

Ayat (2)
Cultup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas,

Pasa] 27
Cukup jelas,

Persepsi daeg
utuban sosial
lingkungan  dengan
Penyelenpgara.

Pasal 30, _ |
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Fasal 30

Ayat (1)
Culcup jelas,

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3]
Yang dimaksud dengan “dipublikasikan secara las" dalam
ketentuan ini adalah ditnformasikan malalyj berbagal media
antara lain melalui papan penigumuman, brosur, leaflet, dan
media informasi lalnnva sehingga mudah dikstahui, dilihat,
dibaca, dan dialses olah Masyaralzat,

Ayat {4)
Cultup jelas,

Pasal 31
Culoup jelas,

Pasal 32
Culoup jelas,

Pasal 33
Cuknp jelas,

Pasal 34
Culoup jelas,

Pasal a5
Ayat (1)
Penyediaan lelas pelayanan secarg bertinglkat mizalnya
pembagian kelas pads fuang perawatan rumah apldt,
pembagian kelas atau tempat dudy Pada ruang penumpang
iilgh:tlndarai, udara, dan laut

Avat {3y, | .
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Ayat (2]

Pazal 36

Prinsip keadilan dimaksudkan untuk METJamin pengaturan
kelas pelayanan berjenjang oleh Penpelengpara harus benar-
benar dilabukan secara adil tanpa ada prioritas untok

kelompok tertentu,

Frinsip proporsionalitss dimaksudlan unmk mernfamin
Penyediaan kapasitas kelas-kelas Pelayanan Berenjang
benar-benar  dilalukan  secars proporsional  tanpa
mengurang kspasitas yang seharusnya disedialian bagi
Masyarakat umum,

Frinsip tdak diskriminatif dimaksudkan untuk menjamin
kualitas pelayanan harus sama antara kelas berjenjang
dengan yang tidak berjerzjang. Yang membedakan hanya
Penyediaan fasilitas pelayarnan

Ayat (1)

Eewajiban Penyelenggara  unrule melakukan  kajian
dimaksudlean untyk mengetahul secara jelas dan past
tentang kemampuan Masparakat yang akan mengmanakan
akses dan kategori  kelompok Masyarakat  yang
membutuhlan penyediaan Pelayanan Berjenjang.

Kategori leeslempale Masyarakat yang memanfaatican proporsi
akeses meliputi kelempok Masyaraket ¥ang membutuhlkan
Pelayenan lebih nyaman, memiliki kemampuan ekenom;
lebih, dan SangEUp membayar biaya Pelayanan lebih mahal
dibandingkan dengan biaya pelayanan yang berlaky umum.

Ayat (2]

Pasal 37

Cultup jelas,

Ayat (1)

Culoup jelas,
Avar (2) . | .
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Ayat (2)
Batas maksimmum kapasitas pelayanan yang dapat diberilan
kepada kelompok Masyarakat vang membutuhkan Pelayanan
Berjenjang adalah 25% {dua puluh lima persen) dari sehiruh

kapasitas pelayanan vang tersedis.
Ayat (3]

Culktup jelas.
Ayat (4)

Culoup jelas,

Pagal 358
Culoup jelas,

Fasgal 39
Hurufa
Culup jelas.

Huruf e
Contoh: rumah sakit Tentara Nasional Indonesia (T
memberikan  fasilitas  berbeds terhadap  perwira TN

dibandingkan dengan anggota TNI dan masyarakat umum,

Pagal 40
Cukup jelas,

Pasal 41
Culaup jelas,

Fasa) 43
Culoup jelas,

Pazal 43
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Yang dimaksud dengan  “pembinasn  umum® adalah
pembinaan yang dilaltukan  dalam rangka  fasilitas]
benyusunan  norma, stander, prosedur, dan kriteriz Seaa
dengan kebijakan  vrum dan kebijakan teknis Pelayanan
Publik:,

Yang dimaksud dengan “pengawssan  umum® adalah

pPengawasan  dalam  rangka  efelctifitas penyvelenggarasn
Pelayanan Publik di daerah,

Ayat |4)

Yang dimaksud dengan ‘pembinaan dan pengawasan® teknis
adalah pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing kementerian dan fembags pemerintah
mﬂkl:m:l]tﬂﬁﬂj_:l.

Pazsl 49 _
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Pazal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Culkup jelas,

Pasal 51
Cukup jelas,
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